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PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-

BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan
kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam

- Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021, perlu disusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021;
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
dan merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam
rangka mewujudkan keterpaduan dan
mensinergikan pembiayaan pembangunan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1939,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);




10.

i

12.

13

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

‘'sebagaimana telah beberapa kali mengalami

perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
Nomor 2);

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020
Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7
Tahun 2019 tentang  Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor
7 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 53);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2020.
Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021, yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021, adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Sambas untuk periode 1 (satu), yaitu tahun
2021 yang dimulai pada 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sambas Tahun 2016-2021, yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja
serta pendanaan untuk tahun 2021.

(2) RKPD Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2021, serta penyusunan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1 disusun dengan
Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABIII KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII PENUTUP

(2) Isi beserta uraian RKPD Tahun 2021, sebagaimana ayat (1),
dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2021 sebagai acuan bagi seluruh komponen baik Pemerintah
Daerah, Badan Legislatif Daerah maupun masyarakat/dunia usaha dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sambas
Tahun 2021.

Pasal 5

RKPD dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.




Pasal 6

Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam
pelaksanaannya bersifat fleksibel dalam arti rencana kerja yang telah
ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan
situasi dan kondisi daerah, petunjuk/kebijaksanaan yang telah ditetapkan
secara nasional serta kebutuhan/kepentingan daerah yang bersifat
mendesak.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Juli 2020
BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 32
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